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ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Static Archive Authentication Policy at the
Directorate of National Archives Preservation of the Republic of Indonesia

Nadia Putri Josua, Arifiani Widjayanti
nadia.2341021049@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Based on the mandate of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and
Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Archives, it is explained
that the duties and functions of the National Archives of the Republic of Indonesia
are to ensure that all static archives that have been submitted have been
authenticated in order to assess the authenticity of the manuscript as a collective
memory of the nation, and as future risk management if all static archives have been
authenticated, there will be no disputes regarding the contents of the document
information, so this study will discuss the authentication policy in order to minimize
future risk management as an effort to preserve archives in a authentication context.
As well as examining the extent to which the implementation in the Directorate of
Archive Authentication is not optimal, in order to formulate a policy strategy as an
effort to improve in the future.

This study uses a qualitative descriptive method with a case study technique to
gain an in-depth understanding of the optimization factors from the analysis of the
implementation of static archive authentication. The theoretical framework is based
on Richard Metland's theolry (1995), namely policy accuracy, implementation
accuracy, target accuracy, and environmental accuracy, which are reviewed from
the low ambiguity and low conflict matrix, namely administrative implementation,
as well as with the policy implementation strategy and review of the National
Archives Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning
Guidelines for Static Archive Authentication.

The purpose of this study is to review policy analysis in terms of optimizing
various factors, as well as making science in the world of future archiving and as
an effort to minimize future risks as a collective memory of the nation, because an
archive can be said to be a static archive that will be submitted and as evidence of
policy making for the country if an authentication procedure has been carried out
that assesses the results of the authenticity of manuscripts and documents.

Keywords: Policy Implementation, Authentication, Static Archives
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ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Autentikasi Arsip Statis pada Direktorat
Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia

Nadia Putri Josua, Arifiani Widjayanti
nadia.2341021049@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan,
dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah
memastikan seluruh arsip statis yang telah diserahkan telah diautentikasi dalam
rangka menilai autentisitas naskah sebagai memori kolektif bangsa, dan sebagai
manajemen risiko ke depannya apabila seluruh arsip statis telah diautentikasi maka
tidak akan terjadi sengketa terkait isi informasi dokumen tersebut, maka dalam
penelitian ini akan dibahas mengenai kebijakan autentikasi dalam rangka
meminimalisir manajemen risiko ke depannya sebagai upaya pelestarian arsip
dalam konteks preventif atau pencegahan. Serta mengkaji sejaun mana belum
optimalnya pelaksanaan di Direktorat Autentikasi Arsip, guna menyusun strategi
kebijakan sebagai upaya perbaikan ke depannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi
kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor optimalisasi
dari analisis implementasi autentikasi arsip statis. Kerangka teoritisnya yaitu
didasarkan teori Richard Metland (1995), yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan
pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, yang ditinjau dari matrix
low ambiguity dan low conflict yaitu administrative implementation, serta dengan
strategi implementasi kebijakan dan telaah Peraturan Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau analisis kebijakan dari segi
optimalisasi berbagai faktor, serta menjadikan ilmu pengetahuan dalam dunia
kearsipan masa depan dan sebagai upaya meminimalisir risiko di masa mendatang
sebagai memori kolektif bangsa, karena suatu arsip dapat dikatakan sebagai arsip
statis yang akan diserahkan dan sebagai bukti pengambilan kebijakan bagi negara
apabila telah dilakukan prosedur autentikasi yang menilai hasil autentisitas naskah
dan dokumen.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Autentikasi, Arsip Statis

viii


mailto:nadia.2341021049@stialan.ac.id

Tabel 2.1

Tabel 3.1

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Tabel 4.7

Tabel 4.8

DAFTAR TABEL

Penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan Autentikasi
Arsip, dan Pembuatan Standard Operasional Prosedur.........
Deskripsi Informan Penelitian..................c.o
Standard Kebijakan alih media Arsip statis.......................
Hasil Autentikasi dari Perseorangan sebagai Ketepatan
Kebijakan. ...,
Jumlah Hasil data Pivot Table arsip yang dilakukan
AULENTIKAST. ...

Daftar Realisasi Terget Lembaga Autentikasi Arsip 2023-

Realisasi Program dan Sasaran Kebijakan Peraturan ANRI
tahun 2023, ...

Matriks Ambiguitas Matland pada Implementasi Autentikasi

Hasil Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Implementasi Autentikasi Arsip Statis di Arsip Nasional
Republik Indonesia............ccooiiiiiiiiiiiiie,
Faktor Internal dan Eksternal Implementasi Peraturan
Autentikasi Arsip Statisdi ANRI..................oinin

29

74

90

103

106

107

108

124

129

130



Gambar 1.1

Gambar 1.2

Gambar 1.3

Gambar 1.4
Gambar 1.5
Gambar 1.6

Gambar 1.7
Gambar 2.1
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Gambar 2.6
Gambar 2.7
Gambar 2.8
Gambar 2.9
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Gambar 4.3

Gambar 4.4

Gambar 4.5

DAFTAR GAMBAR

Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Pusat Sejarah

Jumlah Angka Pemalsuan Dokumen Pada Tujuh Polda
Tertinggi yang Dilaporkan oleh Masyarakat Periode
Sepanjang 2023. ...,
Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi..................
Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi..................
Data Hasil seluruh K/L Ormas, dan Orpol yang memiliki
kewajiban dalam Autentikasi arsip................ccoeeenenn
Cicle Conclutions padatahun2024............................
Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.
Siklus Kebijakan Publik.......................
Siklus Kebijakan Publik Menurut Clay dan Schaffer........
Sekuensi Implementasi Kebijakan.............................
Model George Edward I1.................ooiiiiiiiine.
Model Sharkansky and Van Meter.............................
Model Richard Matland....................ccoooeiiiiiinne,
Ambiguity-Conflict Matrix...................ocooiin..
Kerangka BerpiKir.............coooiiiiiii,
Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia...
Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia....
Latar Belakang Pembentukan Kebijakan Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.........
Produk Hukum dan Kebijakan atas Pembuatan Peraturan
Arsip Nasional Republik Indonesia............................

Berita Acara Pengujian Autenisitas Arsip.....................

11

14
14
16

16
40
42
43
45
50
o1
52
55
71
81
82
87

88



Gambar 4.6

Gambar 4.7
Gambar 4.8

Gambar 4.9

Gambar 4.10
Gambar 4.11
Gambar 4.12
Gambar 4.13

Gambar 4.14

Gambar 4.15

Gambar 4.16

Gambar 4.17
Gambar 4.18

Gambar 4.19
Gambar 4.20
Gambar 4.21

Gambar 4.22
Gambar 4.23
Gambar 4.24
Gambar 4.25
Gambar 4.27

Daftar Arsip Statis Dienst Van Mijwezen tahun 1902 —

Formulir Hasil Pengujian Autentisitas Arsip.........

Daftar Jenis Arsip Statis yang akan dilakukan pengujian
AULENTIKAST. . ...
FerroGarlicPrint.............ooooiiiii,
Anline Print. ... .o,
BlUe Print.... ..o
Berita Acara di Autentikasi Arsip Statis.......................
Summarize Pie Chart Lembaga yang belum melakukan
Autentikasi ArSip......c.ooviiiii i
Peneliti Melakukan Observasi langsung tekait dengan
Aursip Statis yang akan di Autentikasi..........................
Peneliti Melakukan Observasi langsung tekait dengan
Aursip Statis yang akan di Autentikasi..........................
Implementasi Bagan Kebijakan Autentikasi Arsip Statis
External..... ..o
Contoh Implementasi Autentikasi Penggunaan VSC........
Contoh Implementasi Autentikasi dengan Gramorfologi
MeSIN KetiK. ..o
Tim Ahli dalam Autentikasi Arsip...........ccccoeeveininnnnnn.
Arsip Statis yang sudah dilakukan Pemalsuan................
Arsip Statis konteks Materai yang sudah dilakukan
Pemalsuan...........oooiiriii e
Arsip Statis yang sudah dilakukan Pemalsuan................
Arsip Statis konteks Pemalsuan Tanda Tangan...............
Pengecekkan Autentikasi Arsip Statis.........................
Data Lembaga yang Menyerahkan Autentikasi Arsip Statis
Data banyaknya arsip yang belum ter-watermark............

92

94
98

99
100
100
106
109

109

110

112

113
114

114
115
115

116
116
117
119



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN . ...uitiiiiiiiiitiieiiiiiteiiatittettiatetiesntsssesssssssssasesssssssssessssass ii
LEMBAR PENGESAHAN. ..cuiiiiiitiiitiiiiittteiiatittatetssstttasatessstsssasessssssasessssassasms iii
SURAT PERNYATANAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR...cciiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiciiaeenaees iv
KATA PENGANTAR .ttt ittt easae e sessae e sasensasensasensanes v
Y 2 S I O vi
Y 2 S I e vii
DAFTAR IST ettt bt bbbt a et e bt e b e e sb et e b b e e st e e bt e sbe e nbeesaeeanneannis 2
BAB | PERMASALAHAN PENELITIAN ..o s 4
AL Latar BEIAKANG ....voviiiiiie e 4
B.  1dentifikasi Masalah ............ccooioiiiiiiii s 17
C.  RUMUSAN MASAIAN ...ttt 18
D.  TUJUAN PENEIITIAN ...ttt et e e ens 18
E.  Manfaat Penelitian ... s 18
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA ettt sttt et 19
A, Penelitian TerdahUIU .........coviiiiie e 19
B. Tinjauan KebiJaKan .........cccooiiiiiiii et e 30
T N o= TV T =0 ] (PSSR 37
D.  KONSEP KUNCI ...ttt bbbt bbbttt b bbb 69
E.  Kerangka BerPiKil..... ..ottt 70
BAB [l METODOLOGI PENELITIAN ..ottt 72
AL MEtOUE PENEIITIAN .....veiiee bbbttt e b 72
B. Teknik Pengumpulan Data.........cccoiiieiiiiiiiiise ettt 72
C. Teknik Pengolahan dan AnalisiS Data..........c.cceieiiriiiieeie e e 75
D. Validasi PENEITIAN .........ooiiiieiieeeee e 77
E. Proses Pemilahan Data dan Reduksi Data...............ccoereriiiiiiniiieiccecee s 78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......oooi e 80
A. Gambaran LoKasi PENEIITIAN .........ccoiiiiiiiiiiiisie e 80



B. Penyajian Data dan Pembahnasan.............ccoiiiiiriiiieiecsse s 85

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Kebijakan Implementasi Autentikasi Arsip
Statis di Direktorat Autentikasi Arsip Nasional Republik Indonesia............cccccoovevniinincnenne 85

2. Strategi Kebijakan pada Implementasi Autentikasi Arsip Statis di Direktorat Autentikasi

AINRI ettt bttt bbbt h e Rt b e bt e b e e b e e enbeenbe e be e e 123

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ...ttt sttt sbe e bt saeesneeanes 135
IS [ 1] o1V = o OSSPSR 135
2. SATAIN ..ot 136
DAFTAR PUSTAKA ettt sttt b e b e e st e e s b e e sb e e bt e sb e e sbeesaeesnneannas 138
LAMPIRAN ..ot 139




BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebijakan yang dinamis saat ini merupakan tuntutan guna
penyempurnaan Indonesia menuju negara dengan tatanan demokrasi yang baik sehingga
membutuhkan akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan. Sistem pemerintahan yang
relevan sesuai dengan visi dan misi kebijakan yang baik (good governance), menjadi
paradigma yang berkembang seiring dengan era reformasi. Beragam kondisi buruk,
pemalsuan dan penataan yang tidak relevan menuntut adanya manajemen pembangunan
dalam rangka perbaikan yang terus berjalan guna mencapai tujuan negara di masa
mendatang.

Pada revolusi industri saat ini yang ditandai dengan persaingan para semua aspek dan
sektor, maka suatu organisasi publik dapat bertahan dan berkembang sesuai permintaan
pemangku kepentingan. Guna peningkatan kualitas layanan dan menjadi sebuah jawaban
atas peraturan terhadap pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat, organisasi
publik penting untuk mengubah posisi dan peran revitalisasi akuntabilitas di masa
mendatang. Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik, diperlukan suatu aktivitas manajemen yang mengubah rencana menjadi kenyataan
terhadap produktivitas.

Beragam permasalahan yang dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola
pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis, hal itu dimungkinkan karena semakin hari
warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajiban sebagai
warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu
memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama
dalam mendapatkan keamanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitannya itu
(Rasyid, 2004) mengemukakan bahwa pemerintah yang modern, dengan kata lain pada
hakikatnya adalah pelayanan dengan tingkat kemanan yang memadai kepada masyarakat,
dan memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya demi mencapai kemajuan Bersama.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan manusia mendapatkan

informasi yang melimpah. Pada dasarnya informasi menjadi kebutuhan bagi setiap instansi
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baik pemerintah maupun swasta. Informasi dapat disajikan dari berbagai sumber dalam
bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu tugas instansi adalah mengelola sumber informasi
berupa arsip-arsip organisasi atau lebih dikenal dengan kearsipan. Dewasa ini, banyak
instansi dalam pengelolaan kearsipan menggunakan media elektronik atau digital dalam
pengelolaan arsip-arsip yang dimilikinya (Handoyo, 2016; Sugiarto, A., & Wahyono,
2016)

Media elektronik yang digunakan dalam pengelolaan kearsipan akan menghasilkan
arsip yang disebut arsip elektronik. Peranan arsip elektronik sama dengan peranan arsip
konvensional. Arsip berperan sebagai sumber informasi, bahan pengambil keputusan,
bukti dan legalitas serta rujukan historis. Arsip elektronik dibagi menjadi dua yaitu arsip
yang tercipta sudah berbentuk elektronik dan arsip elektronik hasil digitalisasi.

Arsip elektronik hasil digitalisasi meliputi arsip yang digitalisasi melalui komputer,
jaringan komputer, media digital lainnya atau disebut arsip hasil alih media, dimana untuk
melihat informasi yang terkandung didalamnya harus menggunakan alat bantu. Arsip
elektronik juga memerlukan alat untuk mentransfer informasi kedalam bentuk lainnya
(Ayuningtyas & Pertiwi, 2021; Laili, 2014).

Kegiatan digitalisasi arsip harus mengedepankan keaslian dari arsip. Hal ini
dimaksudkan agar arsip tetap dalam keadaan asli. Arsip yang asli merupakan arsip yang
memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip
tersebut diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan.
Kegiatan digitalisasi arsip yang tidak dilakukan dengan baik maka akan menghilangkan
autentisitas sebuah arsip (Mardihusodo et al., 2011)

Arsip hasil digitalisasi akan dipertanyakan keasliannya jika lembaga tidak melakukan
autentikasi arsip. Apalagi lembaga-lembaga yang melakukan digitalisasi melalui pihak
ketiga. Diperlukan autentikasi ini agar menghasilkan arsip yang terjamin autentisitasnya.
Arsip-arsip tersebut kemudian bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sumber
informasi (Kasman & Kasman, 2015)

Sejauh ini seluruh Unit Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi baru
sebatas mengimplementasikan Kegiatan autentikasi yang mengacu pada PERKA ANRI
Nomor 20 Tahun 2011 yaitu Autentikasi merupakan proses pemberian tanda dan/atau
pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang
menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.



Tujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu memberdayakan arsip sebagai
tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan serta memberikan akses arsip
kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan dan ilmu
pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan
kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa ANRI selaku Lembaga Pembina
Kearsipan Nasional memiliki peranan penting di dalam pengelolaan arsip dinamis dan
statis dalam rangka memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintah,
pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan rakyat sesuai
peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.
Sehingga arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa
yang mengandung historis dan nilai kebudayaan.

Serupa dengan tugas dan fungsi kearsipan di Indonesia, seluruh Negara melakukan
pengarsipan dengan baik melalui Lembaga Kearsipannya, seperti di wilayah Kawasan
Asia Tenggara yang memiliki standard operasional prosedur tidak jauh berbeda dengan
Lembaga Kearsipan di Indonesia yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura yang memiliki
tanggungjawab sebagai lembaga kearsipan yang menerima seluruh arsip statisnya melalui
Lembaga kearsipan provinsi, kabupaten, daerah dan perguruan tinggi. Serta Lembaga
kearsipan di Belanda dan Australia yang telah merepresentasikan kegiatan perbaikan serta
pencegahan dokumen dengan baik sebagai Lembaga Kearsipan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sebagai Lembaga Pemerintah non
Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan kewenangan yang ada, mengacu
kepada visi ANRI yaitu “Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan Misi ANRI
sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen Pemerintahan dan
Pembangunan.

2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.

4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan,
penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan

perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.



Setiap instansi akan menghasilkan catatan kegiatan yang terekam dalam media kertas
maupun elektronik. Salah satu bentuk informasi adalah arsip yang menurut Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai Lembaga Kearsipan Nasional, ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
berkewajiban menyelenggarakan kegiatan kearsipan sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009. Melalui Direktorat Preservasi yang memiliki kewenangan
meliputi pencegahan dan perbaikan dari kegiatan pelestarian seluruh arsip dan dokumen
di wilayah ANRI dan arsip statis yang merupakan arsip dengan keterangan di
permanenkan oleh Negara.

Pengembangan bisnis perusahaan mengaruh pada kapabilitas perusahaan dalam
meningkatkan pendapatan. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan
cara melakukan manajemen aset, yaitu kegiatan mengelola suatu barang milik perusahaan
yang memiliki nilai tukar maupun nilai ekonomis serta komersial. Manajemen aset
dilakukan untuk mengoptimalkan bisnis perusahaan melalui pendayagunaan aset sehingga
menghasilkan pendapatan. Pendayagunaan aset dengan mengoptimalkan potensi fisik dan
legal memerlukan dokumen perusahaan.

Keberadaan dokumen aset tekstual maupun arsip statis yang sudah di digitalisasikan
dipergunakan untuk keberlangsungan sebuah kehidupan instansi, dan memiliki peran
sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta alat pengawasan yang diperlukan dalam
rangka kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pembuatan
laporan, pertangguung jawaban, serta penilaian.

Mengingat begitu pentingnya arsip vital tersebut, maka perusahaan harus melakukan
penanganan dan perhatian khusus dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian arsip agar
keberadaannya dapat diakses secara berkelanjutan guna memperpanjang umur arsip
hingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkaan sebagai bukti
perusahaan.

Salah satu contoh arsip statis yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia yang

membutuhkan autentikasi guna penilaian naskah tersebut asli atau bukan adalah naskah
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supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang merupakan surat bagi perjalanan karir
Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Jendral Soeharto terdapat tiga versi naskah arsip
statis serta memori kolektif bangsa bagi sisi sejarah maupun sisi kearsipan.

Ketiga naskah tersebut berbeda-beda sumber autentikasinya yaitu terdapat hasil akuisisi
dari Sekretariat Negara, Pusat Penerangan Angkatan Darat, dan dari Dr. Nurinwa Ki. S.
Hendrowinoto (Ketua Akademi Kebangsaan). Dari kasus supersemar ini menjadi salah
satu contoh bahwa autensitas dokumen merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, dengan
kata lain hanya dokumen asli yang autentik yang menjadi alat bukti sah dalam ranah

hukum.

Gambar 1.1 Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Pusat Sejarah TNl AD

Sumber: Direktorat Layanan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023

Pada gambar 1.1 merupakan surat perintah 11 maret 1966 versi Dinas Sejarah Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan keterangan ciri-ciri berjumlah satu halaman,
menggunakan kop surat garuda, ketikan dengan mesin tik tidak rapih, menggunakan ejaan
Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, serta kewenangan penjenamaan tandantangan atas

nama “Soekarno”.



Gambar 1.2 Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Sekretariat Negara

Sumber: Direktorat Layanan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023

Pada gambar 1.2 merupakan surat perintah 11 maret 1966 versi Sekretariat Negara
dengan keterangan ciri-ciri jumlah halaman dua lembar, menggunakan kop surat garuda,
diketik dengan rapih, serta kewenangan penjenamaan tandatangan atas nama “Sukarno”.

Dokumen autentik adalah dokumen yang asli, tidak direkayasa. Hal ini diperjelas dalam
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan arsip yang autentik adalah arsip
yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama
kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki
otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.

Berdasarakan pada Undang-Undang tersebut arsip autentik tidak hanya dilihat dari satu
aspek, tetatpi ada empat hal penting yang harus diverifikasi dalam rangka pembuktian arsip
autentik. Pertama, struktur arsip yang sesui dengan kondisi pada saat pertama kali arsip
tersebut diciptakan. Kedua, isi arsip yang sesuai dengan kondisi pada saaat diciptakan
pertama kali. Ketiga, konteks yang juga sesuai dengan kondisi pada saaat pertama kali
arsip tersebut dibuat.

Keterangan nilai dokumen yang dapat menilai autensitas arsip adalah isi data, fakta,
atau informasi yang direkam dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun
perseorangan. Konteks adalah lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam
penciptaan arsip. Keempat, arsip diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki
otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Empat hal ini merupakan

persyaratan arsip untuk dapat dikatakan autentik.



Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 4 menjelaskan bahwa
salah satu asas penyelenggaraaan kearsipan dalan keautentikan dan keterpercayaan. Atas
dasar inilah segala bentuk arsip, terutama yang bersifat statis perlu diautentikasi
berdasarkan amant pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Arsip yang
sudah diuji autentisitasnya dan terbukti autentik digunakan untuk mendukung dalam
penyediaan alat bukti yang sah, pelayanan masyarakat dan pelindung kepentingan negara
dan hak keperdataan rakyat.
Pernyataan tertulis dari Lembaga kearsipan tentang autensitas arsip juga termasuk
dalam autentikasi arsip, dimana Lembaga Kearsipan berwenang melaksanakan penilaian
terhadap keaslian arsip dan menerbitkan surat pernyataan autensitas, pimpinan Lembaga
kearsipan menetapkan autensitas arsip dengan mengeluarkan surat pernyataan yang
menyatakan bahwa arsip tersebut asli atau sesuai dengan melihat empat unsur utama yang
ada dalam arsip autentik yaitu struktur, isi, konteks, dan otoritas pembuat arsip. Konteks
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu:
1. Konteks yuridis-administrasi, konteks ini maksudnya adalah sistem hukum dan sistem
orgaisasi yang dimiliki oleh pencipta arsip.

2. Konteks provensial, konteks provensial atau provenance yaitu sebagai pencipta arsip,
mandate, struktur dan fungsinya.

3. Konteks prosedural, konteks ini berhubungan dengan prosedur kerja yang dalam
pelaksanaanya menciptkan arsip.

4. Konteks dokumenter, konteks dokumenter merupakan fonds dan strukturinternalnya.
Konteks teknologi, konteks teknologi adalah karakteristik komponen teknis sistem

elektronik yang menciptakan arsip.

Dokumen aset yang bermediakan kertas atau dengan sarana yang telah di alih mediakan
dengan teknik digitalsasi apabila dibiarkan rusak atau dirubah keautentikannya akan
berakibat fatal, misalnya hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip-arsip tersebut,
dengan itu berartikan bahwa hilang pula bukti otentik dan memori kolektif bangsa. Maka
dari itu diperlukan tindakan preservasi dan autentikasi arsip.

Preservasi dokumen dalam konteks pencegahaan yaitu autentikasi perusahaan sangat
penting dilakukan untuk ketersediaan akses informasi yang terdapat pada perusahaan.
Sehingga menghasilkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kreadibilitas dan
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autentikasinya, siap digunakan kembali serta pada akhirnya potensi fisik dan legalnya akan
lebih optimal untuk didayagunakan dalam bisnis perusahaan.

Revolusi industri 4.0 saat ini, dunia telah beregerak dan berkembang ke arah digitalisasi
dokumen, dengan kata lain adanya digitalisasi memunculkan beragam permasalahan pada
keaslian dan keutentikan dokumen tersebut. Inovasi perkembangan kearsipan menuju
teknologi yang baik menuntut system pengarsipan yang mudah untuk diakses kapanpun
dan dimanapun pada saat diperlukan. Penggunaan digitalisasi dokumen sangat membantu
dalam mengefisiensikan waktu dan pengaksesan data.

Seiring berjalannya waktu, digitalisasi dokumen cenderung memberikan permasalahan
terhadap keaslian dokumen. Hal ini dikarenakan, sering kali dokumen dapat dirubah
ditengah pengiriman dan bahkan pemalsuan dokumen dengan mudah dikarenakan pesat
nya perkembangan teknologi saat ini (AlBar & Hoque, 2019; Georgiadis, 2019)

Gambar 1.3 Jumlah Angka Pemalsuan Dokumen Pada Tujuh Polda Tertinggi
yang Dilaporkan oleh Masyarakat Periode Sepanjang 2023

Pemalsuan Dokumen dan Surat Tujuh Polda dengan
Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Surat tertinggi

POLDA POLDA POLDA POLDA POLDA POLDA POLDA
METRO JAYA SUMATERA JAWA BARATJAWA TIMUR SULAWESI  SULAWESI SUMATERA
UTARA UTARA SELATAN SELATAN

Pemalsuan Dokumen dan Surat pada Tujuh Polda Tertinggi

Sumber: (EMP PUSIKNAS) Pusat Informasi Kriminal Nasional Rabinopsnal
Pusiknas Bareskrim Polri, 2023

Berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional POLRI, sejauh ini sudah
banyak tindak pidana pemalsuan dokumen dan surat di seluruh Indonesia sepanjang 2023
dengan beberapa contoh kasus yaitu pemalsuan dokumen penjualan lahan, sertifikat tanah,

hak guna bangunan, hingga mahzab al-qur’an yang kemungkinan diantara dari pemalsuan
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dokumen tersebut adanya dokumen yang berketerangan di permanenkan atau statis yang
merupakan tugas dan kewajiban Arsip Nasional Republik Indonesia dalam upaya
pengendalian dan penyelamatannya.

Kurang lebih sekitar lebih dari 100 pelaporan tindakan pemalsuan dokumen yang telah
dilaporan kepada POLRI dengan kasus pemalsuan dokumen yang beragam diantaranya
yaitu pemalsuan dokumen dan arsip kepemilikan tanah, dan hak guna bangunan yang
memungkinkan dari komposisi dokumen tersebut adalah arsip statis, atau arsip yang
memiliki retensi keterangan di permanenkan oleh negara serta arsip yang jika hilang maka
akan mengakibatkan tidak otentik suatu pendirian dan akuntabilitas negara (Abdulloh,
2019; Ghifari, 2023; Hidayat, 2019).

Saat ini surat dan dokumen bisa dipalsukan dengan mudah yaitu yang akan dikirim atau
disimpan didalamnya meliputi arsip elektronik instansi pemerintah, Lembaga, atau
individu. Suatu negara harus memiliki pidana khusus, serta ketentuan yang berkaitan
dengan pemalsuan surat atau doumen dengan sifat preventif atau pencegahan terhadap
terjadinya pelanggaran norma hukum (Agustoni, 2020; Mustika & Suwandi, 2022;
Prakoso, 2022).

Barangsiapa membuat suatu dokumen palsu atau memalsukan arsip yang dapat
menimbulkan hak, pengikatan, dan pelepasan suatu utang, atau yang dimaksud
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah mengenai suatu hal selain kebenaran yang
sebenarnya dengan maksud untuk menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsukan, serta akta otentik (dokumen hukum resmi) surat suatu negara atau
provinsi/negara bagian dari Lembaga publik dapat dikenakan tindak pidana (Pasal 266
KUHP, n.d.).

IImu kearsipan saat ini membuat regulasi bahwa digitalisasi dokumen harus
memperhatikan aspek autentikasi dokumen, autentikasi yang emrupakan sebuah tindakan
pembuktian (validasi) terhadap identitias dari dokumen itu sendiri, poin utama yang harus
diperhatikan dalam autentikasi antara lain ter-autentikasi, berintegritaa, dan non-repudiasi
atau nirpenyangkalan.

Terautentikasi berarti menjamin keaslian dari dokumen, berintegritas memiliki arti data
tersebut tidak pernah diubah, dan non-repudiasi merupakan usaha untuk mencegah
terjadinya penyangkalan pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang

mengirimkan atau membuat.
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Guna terjaminnya aspek autentikasi tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta penyempurnaan atas regulasi tersebut
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kearsipan ANRI
sebagai Lembaga Kearsipan Nasional memiliki amanat dalam tindakan pencegahan dan
penilaian pemalsuan dokumen yang dibantu oleh Unit Laboratorium, dibawah naungan
Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ANRI dibantu oleh
Direktorat Preservasi mengesahkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis yang merupakan
penyempuranaan dari peraturan di dunia kearsipan untuk menjawab seluruh tantangan di
unit kearsipan baik itu provinsi, kabupaten, dan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan
yang baru dibuat ini masih memerlukan banyak penyempurnaan pada implementasinya
hingga saat ini (Santoso, 2024)

Hingga saat ini sesuai dengan pelaksanaan proses penyusunan perundang-undangan
Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia sudah melakukan penyusunan
terkait dengan proses pembuatan naskah akademik, proses uji petik ke beberapa Lembaga
dan untuk saat ini ANRI baru melakukan uji petik hanya kepada dua Lembaga yaitu
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
Jakarta, dan Puslabfor POLRI. Peraturan ini baru saja disahkan pada Agustus 2023 dan
masih membutuhkan guna penyempurnaan pembuatan SOP (Standard Operasional
Prosedur) dan IK (Instruksi Kerja) guna sosialisasi kepada setiap Unit Kearsipan di seluruh
Indonesia.

Pelaksanaan autentikasi arsip tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Lembaga kearsipan,
akan tetapi diperlukan komponen lain untuk mendukung terselenggaranya proses
autentikasi arsip. pengadaan sarana pendukung terselenggaranya proses autentikasi arsip,
dan kebijakan relevan yang mendukun berjalannya pedoman autentikasi dapat
memengaruhi keberhasilan autentikasi arsip serta didukung dan bekerjasama dengan
tenaga ahli lainnya (Indriati, 2019).

Beragam permasalahan autentikasi keaslian dokumen yang muncul pada Direktorat
Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, dibuat peraturan guna tantangan dari
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yaitu Peraturan Arsip Nasional
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 yang masih perlu disempurnakan guna

kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kearsipan di Indonesia.

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam autentikasi arsip dari Lembaga Kearsipan

Daerah, Provinsi, dan Perguruan tinggi belum dilakukan dengan baik, sehingga ANRI

mendapat temuan beragam dokumen belum ter-watermarking dengan sempurna sebagai

bahan temuan audit, karena metadata hasil dari watermark yang diperlukan sebagai bentuk
pemenuhan dari kebijakan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media
Aursip Statis, dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip Statis belum

dapat dipertanggungjawabkan pada audit kearsipan.

Gambar 1.4 Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi

Data Terakhir Diperbarui: 6/2/2024 9:00:01 PM

INSTANSI UNIT KERJA USER AKTIF
690 399,741 842,203
or 1 un1 Jull 31 vi
DETAIL USER PADA INSTANSI & UNIT KERJA
Namalns.. &  UnitKerja = Kategori Instansi
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Badan Usaha Milik Negara

Kementerian

Lemb
Lemb
Lemb
Lemb
Lemb

aga Megara

aga Non Struktural

aga Pemerintah Non Kementerian
aga Penyiaran Publik

aga Setingkat Menter

Femerintahan Kabupaten

Pemerintahan Kota

Pemerintahan Provinsi

Sumber: Data Layanan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2024

Gambar 1.5 Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi

User Berdasarkan Kategori Instansi

Kategori Instansi =

Nama Instansi =

e

User Berdasarkan Instansi

da 8221
gar 7,956

7455

n (i 7406

7,335

emerintah Kabupaten B. 7301
aniar 7,280

Pemerintzhan Kabupaten [ T 335,148
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Pemerintahan Kotz [ 120,821

pemerintanan Provinsi [N 125,101 n P

Lembaga Pemerintzh Non . JJ 32,973
Lembaga Negara ] 9,118
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Lembaga Penyiarzn Puslik | 792
embaga Setingkat Me |11
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Kementerian Kesehatan [ :: 72
ementerizn Agams [ AR 2 535

16,148
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Pada data ini terlampir belum semua K/L yang sudah mengirimkan arsip statis nya yang
sudah di autentikasi ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan indikator belum

adanya watermarking, dan belum diktehaui hasil pencipta arsip nya.

Kategori Instansi Nama Instansi =
s fementerian et | %0
400 Kepolisian Negara Repub _8,749
Kementerian Agams | 7 52+
Pemerintah Kabupaten Ci. _6,592

200 Pemerintah A 6,343

Jumlah Instansi =

93 {ementerian Lingkungan 4,821

B B n Pemerintah Kabupaten K 4,703

0 - - -_ - 1_2_’ _2 1_ Komisi Pemiliban Umum | R 4,426
o 3 5 : 2 : : : ;: Pemerintah Kabupaten K 4,347

25 _ _ g zd _- 9 Pemarintah Provinsi Jaw 3929

5E & - 0 Kementerizn Hukum dan . [N 3220

> Pemerintah Kabuoaten 5. | FOkE ‘ ! ‘ | !

5 2 SE G K 2 4 6K 8 10K 12K K 16K

5 3 ' Jumlah Unit Kerja =

Sumber: Data Direktorat Autentikasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 2024

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan, bahwa hanya terdapat 399,741 dari 842,203
Unit Kerja yang telah mengautentikasi seluruh arsip yang akan dilakukan akuisisi ke
ANRI, setidaknya kurang dari 50% proses autentikasi sudah diimplementasi dengan baik
di selurun LK, bahkan beberapa Lembaga ada yang belum melakukan digitalisasi
autentikasi dengan baik sehingga berdampak pada rendahnya nilai capaian audit kearsipan,
serta masih banyaknya Lembaga dan instansi yang belum menyerahkan sepenuhnya arsip
statis karena belum mengetahui adanya kebijakan terhadap autentikasi yang merupakan

masalah besar.

15



Gambar 1.6 Merupakan data hasil seluruh K/L Ormas, dan Orpol yang memiliki

kewajiban dalam Autentikasi arsip

Nama Lembaga (Al B FIVOTIapie rieias M
Choose fields to add to report: '
Row Labels ~ Count of Tahun Arsip Count of Kelengkapan Berkas
Badan Hukum Publik ) 3 Search p
Lain-lain 5 5
Lembaga Negara 612 676 Nama Lembaga -
Lembaga Penyiaran Publik 4 4 [ Penyingkatan
Ormas 8 ¥ Klasifikasi Lembaga
Orpol ‘ 5 5 Kelengkapan Berkas
Pemerintahan Daerah 4 4 Tahun Arsip .
Perseorangan 57 63
Perusahaan 0 8l Drag fields between areas below:
[P 1 1
(blank) 1 1 T Filters Il Columns
il £ 53 Nama Lembaga v I Values M
= Rows . Values
Klasifikasi Lembaga ¥ Count of Tahun Arsip v :
) Hasil Akuisisi = Sheet2 = Shee.. () : « v Rl
Aacessibility: Investigate B E O - ] + 100%

Sumber : Direktorat Autentikasi, 2024

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
dijelaskan bahwa seluruh K/L, Lembaga, ormas dan orpol memiliki kewajiban dalam
menyerahkan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dan sudah dilakukan
proses autentikasi guna meminimalisir hasil kepalsuan dokumen yang menjadikan arsip
tidak memiliki nilai guna informasional yang kuat di mata hukum dan pengadilan sebagai
bentuk pengambilan keputusan, dan kebijakan.

Gambar 1.7 Cicle Conclutions pada tahun 2024

Autentikasi Arsip pada seluruh Instansi/Lembaga

[

Badan Hukum Publik
= Lain-lain
= Lembaga Negara
® Lembaga Penyiaran Publik
= Ormas
= Orpol

® Pemerintahan Daerah

Sumber : Direktorat Autentikasi, 2024
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian atau studi mengenai “Implementasi Kebijakan Autentikasi Arsip Statis Hasil
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Digitalisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan pada unit laboratorium

Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, serta bertujuan untuk

merekomendasikan standard operasional prosedur terkait guna penyempurnaan dari

peraturan tersebut dengan melihat pengkajian prosedur dari beberapa stakeholders atau

para pemangku kepentingan dan sisi regulasi kearsipan pada kondisi langsung.

Identifikasi Masalah

Dari uraian pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai
berikut

1.

Banyaknya kasus pemalsuan dokumen pada era revolusi industry saat ini karena

pesarnya perkembangan ilmu teknologi yang ada

. Pemindahan dan akuisisi yang dilakukan oleh K/L belum dilakukan autentikasi dengan

baik sehingga menurunkan poin nilai audit kearsipan nasional.
ANRI mendapat temuan banyaknya arsip hasil akuisisi belum ter watermarking dengan

sempurna sebagai bahan temuan audit.

. ANRI sebagai LKN memiliki kewajiban dalam autentikasi arsip statis yang berasal dari

LK PT / LK Provinsi / Daerah, namun belum semua LK belum melakukan autentikasi

dengan baik sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan pada audit kearsipan.

. Urgensi peraturan yang harus dibuat untuk mengatasi tindakan kejahatan pemalsuan

dokumen dengan prosedur tindakan autentikasi arsip yang baik dan benar guna
menjawab seluruh keresahan di masyarakat.

Belum adanya sosialisasi yang menyeluruh tentang Peraturan Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip Statis kepada seluruh Unit
Kearsipan (UK Provinsi, UK Kabupaten/Kota, dan UK Peguruan Tinggi)

. Belum adanya kebijakan peraturan spesifik terkait penyempurnaan dari Peraturan Arsip

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip Statis.

. Proses implementasi dengan sarana aplikasi integrasi di ANRI masih belum maksimal

sehingga membutuhkan strategi perbaikan guna memaksimalkan proses tersebut.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka Rumusan Masalah dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan Implementasi
Autentikasi arsip statis di Arsip Nasional Republik Indonesia?

2. Bagaimana strategi perbaikan kebijakan peraturan dan implementasi autentikasi arsip
di Arsip Nasional Republik Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Autentikasi

Aursip Statis Hasil Digitalisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia, di antaranya:

1. Mengetahui faktor-faktor optimalisasi kebijakan implementasi autentikasi arsip statis
yang sudah di digitalisasikan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. Mengetahui strategi perbaikan kebijakan peraturan autentikasi arsip yang sudah di

digialisasikan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat Praktis dan

manfaat Akademis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi
instansi-instansi yang ingin mengetahui upaya pencegahan dan penyelamatan arsip
dalam konteks autentikasi guna akuntabilitas keberadaan dari dokumen serta dapat
dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya
wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian dan penulisan
ilmiah selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan minat autentikasi dalam dunia
kearsipan. serta menyumbang alternatif pemikiran berbasis data guna memperkaya

literatur tentang implementasi kearsipan dalam konteks autentikasi arsip statis.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan maka diperoleh hasil penelitian dalam
bentuk sejumlah strategi kebijakan untuk mengoptimalisasi kebijakan implementasi
autentikasi arsip statis, sebagai berikut:
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan implementasi autentikasi
arsip statis, yaitu:
1) Ketepatan Kebijakan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 belum
adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, peraturan belum efektif
karena pengumpulan akuisisi guna autentikasi yang sasarannya hanya kepada
Lembaga saja.
b. Ketepatan Pelaksanaan
Belum optimalnya LKP Grafologi dalam memastikan keseluruhan dari
keutuhan isi dan informasi arsip yang diberikan dari ANRI. Masih banyaknya arsip
statis yang diserahkan ke ANRI namun tidak diketahui penciptanya.
c. Ketepatan Lingkungan Kebijakan
Masih terbatasnya Kerjasama ANRI dengan Lembaga lain untuk memastikan
indikasi pemalsuan dokumen. Kerjasama lain dalam konteks external sebagai
penyempurnaan dari implementasi kebijakan seperti pendukung dari aspek
penilaian keaslian tinta, penilaian keaslian kertas, dan penilai perkara atau sengketa
masih belum berjalan optimal.
d. Ketepatan Target
Belum adanya sosialisasi mendalam kepada seluruh Lembaga kearsipan daerah,

Lembaga kearsipan provinsi, dan Lembaga kearsipan perguruan tinggi.

b. Strategi Kebijakan yang dilakukan ANRI guna memperkuat dukungan pada aspek
sebagai berikut:
1) Dukungan Politik: ketepatan kebijakan yang melengkapi seluruh unsur, baik itu
pemerintah dan masyarakat
b. Dukungan Strategik: ketepatan pelaksanaan dengan mengoptimalkan
pengecekkan keaslian dokumen melalui LKP Grafologi
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c. Dukungan Teknis: ketepatan lingkungan kebijakan yang dapat mengoptimalkan
dalam pegecekan dukungan dan dengan ketepatan target yang
mengkolaborasikan Lembaga arsip dengan Lembaga provinsi, kabupaten/kota,

dan perguruan tinggi

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan analisis hasil penelitian
yang telah dilakukan, terdapat saran yang peneliti dapat sampaikan kepada pembuat
kebijakan di ANRI terkait dengan kebijakan implementasi autentikasi arsip statis
sebagai berikut:

a. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kearsipan terkait dengan aspek apa saja
yang harus dimuat dalam peraturan, karena sejatinya tidak seluruh arsip yang
ditemukan di lapangan sudah sesuai dengan keinginan ANRI yang dimana sudah
lengkap isi, struktur, dan informasinya. Namun banyak sekali arsip statis di
lapangan yang kondisinya belum sesuai dengan teori tersebut, maka dari itu
ANRI perlu melihat dari sisi Lembaga kearsipan terkait dengan penyempurnaan
kebijakan tersebut,

b. Melakukan Kerjasama dengan swasta selaku pihak stakeholders yang sudah
berpengalaman dalam pengelolaan kearsipan di masyarakat dan swasta seperti
Crown dan IndoArsip

c. Melakukan Kerjasama external dengan kejaksaan agung RI terkait dengan
penyempurnaan peraturan autentikasi arsip statis karena sudah banyak kasus
pemalsuan yang dilaporkan dari masyarakat sampai dengan putusan kejaksaan
agung yang dimana menjadi poin penting bagi ANRI guna substansional yang
didapatkan

d. Melakukan audit kearsipan secara berkelanjutan minimal 2 kali satu tahun, karena
jika hanya melaksanakan audit 1 kali per tahun maka banyak sekali permainan
dari instansi yang dimana tidak seluruhnya arsip di tahun tersebut yang
berketerangan di permanenkan dapat diserahkan. Maka dari itu, ANRI sebagai
pembuat kebijakan bagi Lembaga kearsipan provinsi, daerah, kabupaten dan kota
harus lebih tertib kepada Lembaga terkait.
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